PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAN
WILAYAI KABUPATEN BANGKA
JI. Ahmad Yani (Jalur Dua) Telp (0717) 92138

SUNGAILIAT

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 188 4/ O%/UPTB-BANGKA/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
ADAN KEUANGAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS B
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG WILAYAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 188 4/07/UPTB BANGKA/2018
TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang a bahwa Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayan
Publik Lingkup Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provins:
Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka telah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah
Kabupaten Bangka Nomor : 188.4/07 /UPTB.BANGKA /2018 tanggal 2

April 2018,
bahwa schubungan adanya mutasi Pejabat Struktural Eselon IV dan

stal di lingkungan UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Wilayah Kabupaten Bangka serta adanya penambahan anggota Tim,
dipandang perlu merubah susunan Tim Penanganan Pengaduan
Masyarakat linglkup Unit Pelaksana Tekmis Badan Keuangan Daerah
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah

Kabupaten Bangka;
Mengingat I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor AT
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tent |
25 ang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 yNumar 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ’
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